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ABSTRAK 

Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 tahun 2017 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 

Juli 2017. Pemerintah melihat bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi 

ancaman ideologis dari ormas-ormas yang ingin mengganti Pancasila dengan 

ideologi lain; adanya ormas-ormas yang selalu mengkampanyekan anti-

Nasionalisme dan anti-Demokrasi. Dalam prakteknya, Perpu ini yang dipakai 

pemerintah untuk membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dinilai telah 

menyimpang dari Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pembubaran in dilakukan oleh pihak pemerintah dan tidak melalui proses 

peradilan. Perubahan peraturan organisasi kemasyarakatan melalui UU Nomor 16 

Tahun 2017 mengenai kebebasan berserikat menuai pro kontra dalam masyarakat. 

Pengaturan Ormas yang baru memberikan kewenangan pada pemerintah untuk 

membubarkan sebuah Ormas tanpa proses peradilan.  

Rumusan masalah dalam penelitian adalah Pembubaran Ormas seperti 

apakah yang sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia?. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hubungan penghapusan proses peradilan dalam 

pembubaran ormas dikaitkan dengan konsep negara hukum Indonesia serta 

prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka 

(literature study) dengan pendekatan masalah Yuridis-Normatif yang sifatnya 

mendeskripsikan data-data berbasis peraturan perundang-undangan. Peneliti 

mengumpulkan data menggunakan data yang berbasis peraturan perundang-

undangan dikomparasikan dengan literature lain baik dari buku, karya ilmiah 

maupun media cetak dan elektronik. Analisis penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif. 

Berdasarkan metode penelitian tersebut, penelitian mengemukakan bahwa 

Organisasi Kemasyarakatan adalah manifesto dari kebebasan berserikat yang 

dilindungi oleh konstitusi dan salah satu pilar dalam demokrasi. Dengan 

memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia, maka seharusnya dalam proses 

pembekuan atau pembubaran sebuah Ormas dilakukan dengan mekanisme 3 tahap 

yang substansial. Pertama, memberikan peringatan secara tertulis. Kedua, 

menghentikan sementara kegiatan dan aktifitas Ormas. Ketiga, membekukan atau 

membubarkan Ormas atas putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. 

Tiga elemen ini menjadi penting bagi negara untuk melindungi sekaligus 

membatasi hak asasi manusia secara proporsional, artinya, sekalipun akan 

dilakukan pembatasan, tidaklah menggunakan mekanisme yang melanggar nilai-

nilai hak asasi manusia. 

  

Kata kunci: Organisasi Masyarakat, Kebebasan Berserikat, Negara Hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara hukum. Dalam perkembangannya, konsep negara 

hukum di era modern ini dipengaruhi oleh dua  konsep yaitu Eropa Kontinental 

yang disebut rechtstat dan Anglo Saxon yang disebut rule of law. Tidak 

disebutkan dengan jelas dalam konstitusi apakah menganut salah satu dari konsep 

di atas. Akan tetapi, jika ditelisik lebih jauh kedalam konsep serta penerapan 

hukum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut konsep 

rechtsstaat maupun rule of lawsecara terbatas. Dari rechtsstaat, Indonesia 

mengamini kepastian hukum demikian dan dari rule of law Indonesia mengamini 

keadilan hukum.  

Dalam sejarah konstitusi Indonesia, sebenarnya pernah disebutkan secara 

jelas dalam penjelasan konstitusi UUD 1945 sebelum amandemen bahwa 

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat). Akan tetapi, setelah amandemen 

UUD 1945 pemakaian term rechtsstaat di hapuskan. Hal ini bisa di tafsirkan 

bahwa: Indonesia sebagai negara hukum tidak lagi ‘murni’ menganut rechtsstaat; 

Indonesia tidak  ‘murni’ menganut rule of law ataupun di tafsirkan sebagai 

langkah untuk membuka ruang mengamini setiap nilai-nilai baik dari kedua 

konsep tersebut. Penjelasan diatas sejalan dengan pendapat Mahfud MD yang 

menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia bukan hanya rechtsstaat tapi juga 

the rule of law. Karena itu, ditiadakannya kalimat rechtsstaat setelah amandemen 
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UUD 1945 bukanlah masalah  semantik atau gramatikal semata melainkan juga 

menyangkut masalah yang subtantif dan paradigmatik. 1 

Pemerintah melalui Kementrian Koordinator Politik, Hukum, dan Ham 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 

tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah ditandatangani Presiden Joko 

Widodo pada tanggal 10 Juli 2017. Landasan Yuridis penerbitan Perpu tertuang 

dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Dalam hal ihwal yang 

memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-

Undang”. Lebih lanjut kembali tertuang dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

berbunyi, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan 

Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan 

yang memaksa”. Dari dua bunyi Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa syarat 

Presiden untuk mengeluarkan Perpu adalah adanya hal ihwal kegentingan yang 

memaksa.  

Dalam hal penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, 

Pemerintah menilai mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa antara lain: 

Pemerintah melihat bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman 

ideologis dari ormas-ormas yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain; 

adanya ormas-ormas yang selalu mengkampanyekan anti-Nasionalisme dan anti-

                                                           
1 Moh. Mahfud MD, “Konstitusi dan Hukum dalam kontroversi Isu”, (Jakarta: Rajawali 

Pres, 2008), hlm. 384 
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Demokrasi. Dalam prakteknya, Perpu ini yang dipakai pemerintah untuk 

membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dinilai telah menyimpang dari 

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembubaran in 

dilakukan oleh pihak pemerintah dan tidak melalui proses peradilan. Sontak 

dalam berbagai perspektif,  penerbitan Perpu ini menimbulkan pro-kontra dalam 

masyarakat. 

Dari pihak Pro, menilai bahwa penerbitan Perpu ini menjadi langkah yang 

tepat untuk melawan semua gerakan-gerakan radikalisme dan ancaman 

terpecahnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan datang 

dari berbagai elemen. Salah satunya, ketua pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus 

Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas dalam siaran pers menyatakan "Perpu 

akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal, tanpa 

memberangus hak-hak konstitusional ormas”. Robikin Emhas menilai bahwa 

proses hukum penanganan ormas dalam Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas 

adalah lebih baik, dikarenakan lebih cepat prosesnya. Terlebih bahwa dalam 

prosesnya, Perpu tersebut tidaklah memberangus hak-hak konstitusional Ormas.2 

Menjadi menarik, berbagai penolakan terhadap Perpu ini juga datang dari 

sejumlah lapisan masyarakat dan para pakar hukum di Indonesia. Dari pihak 

kontra menilai, penerbitan Perpu ini adalah sebagai bentuk represif pemerintah 

yang menghilangkan proses pengadilan dalam membubarkan Perpu. Ada pula 

yang menilai, bahwa syarat kegentingan yang memaksa tidak terpenuhi dalam 

                                                           
2 Kumparan, Kesadaran adalah matahari dukungan berbagai komponen bangsa terhadap 

Perppu No.2 Tahun 2017, diakses dari https://kumparan.com/kesadaran-adalah-

matahari/dukungan-berbagai-komponen-bangsa-terhadap-perppu-no-2-tahun-2017. (Diakses pada 

tanggal 14 oktober 2017 pukul 2.13) 

https://kumparan.com/kesadaran-adalah-matahari/dukungan-berbagai-komponen-bangsa-terhadap-perppu-no-2-tahun-2017
https://kumparan.com/kesadaran-adalah-matahari/dukungan-berbagai-komponen-bangsa-terhadap-perppu-no-2-tahun-2017
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penerbitan perpu ini. Pernyataan salah satu Pakar Hukum Tata Negara sekaligus 

menjadi Kuasa Hukum HTI,  Yusril Ihza Mahendra seperti yang dimuat dalam 

portal berita online Kompas menyatakan “Ini adalah ciri pemerintahan otoriter. 

Dalam praktiknya nanti, Presiden bisa secara diam-diam memerintahkan 

Menkumham untuk membubarkan ormas, tanpa Menkumham bisa menolak 

kemauan Presiden".3 

Sampai saat ini telah ada delapan permohonan yang diajukan ke Mahkamah 

Konstitusi, diantaranya, Permohonan nomor perkara 38/PUU-XV/2017 diajukan 

oleh Afriady Putra; Permohonan nomor perkara 39/PUU-XV/2017 diajukan oleh 

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto; Permohonan nomor 

perkara 41/PUU-XV/2017 diajukan oleh Aliansi Nusantara; Permohonan nomor 

perkara 48/PUU-XV/2017 diajukan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni; 

Permohonan nomor perkara 49/PUU-XV/2017 diajukan oleh Persatuan Islam; 

Permohonan nomor perkara 50/PUU-XV/2017 diajukan oleh Juru Bicara Front 

Pembela Islam (FPI) Munarman bersama empat Organisasi Keagamaan, yakni 

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian 

Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan Perkumpulan Pemuda Muslimin 

Indonesia; Permohonan nomor perkara 52/PUU-XV/2017 diajukan oleh Advokat 

Cinta Tanah Air (ACTA), yakni Herdiansyah dan Ali Hakim Lubis; Permohonan 

nomor perkara 58/PUU-XV/2017 diajukan oleh Dr. H. Eggi Sudjana 

                                                           
3 Ihsanuddin, Kritik Yusril terhadap ketentuan pidana dalam perpu ormas, ditulis pada 14 

Juli 2017, diakses melalui dari http://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/11303151/kritik-

yusril-terhadap-ketentuan-pidana-dalam-perppu-ormas. (Diakses pada pada tanggal 14 Oktober 

2017 pukul 13.15) 
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Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji masalah Perpu dari 

sudut konsentrasi keilmuan Hukum Tata Negara. Lebih dekat peneliti ingin 

meneliti tentang bagaimana penghapusan proses peradilan dalam pembubaran 

ormas dalam perpu No. 2 Tahun 2017 bisa lahir dalam negara hukum. Dalam 

kesempatan ini, peneliti mengangkat judul penelitian “Implikasi Penghapusan 

Pasal 70 dalam UU Organisasi Kemasyarakatan terhadap kebebasan berserikat”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Pembubaran Ormas seperti apakah yang sesuai dengan perspektif Hak 

Asasi Manusia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penghapusan proses peradilan 

dalam pembubaran ormas dikaitkan dengan konsep negara hukum Indonesia serta 

prinsip-prinsip hak asasi manusia.  

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua 

aspek, yakni: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai bahan refleksi serta menambah literatur akademik mengenai 

problematika UU Ormas, khususnya penghapusan proses peradilan dalam 

pembubaran ormas 

b. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang 
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2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban dari polemik proses 

pembubaran Ormas dalam Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan saat ini. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penulisan karya ilmiah telaah pustaka digunakan oleh penyusun 

untuk mengetahui uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh seorang penyusun. 4 Telaah pustaka juga digunakan 

penyusun untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan peneliti 

lainnya, sehingga penyusun dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan 

penyusun bukanlah plagiasi.  

Dari hasil penelusuran kepustakaan, peneliti tidak menemukan penelitian 

yang secara khusus meneliti tentang Penghapusan Proses Peradilan pada Perpu 

No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi Kemasyarakatan. Dalam pencarian, peneliti 

menemukan beberapa hasil  penelitian baik itu skripsi ataupun jurnal yang secara 

langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan objek penelitian mengenai 

Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Biky Uthbek Mubarok pada tahun 2015 

tentang “Problematika Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)”. Titik fokus peneliti adalah 

                                                           
4 Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 

2009), hlm. 3. 
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mendeskripsikan dan menganalisa problematika UU No. 17 Tahun 2013 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan dari aspek keberlakuannya serta penerapannya di 

kabupaten Sleman. Hasil penelitian menuliskan bahwa problematika UU No. 17 

Tahun 2013 bertumpu pada materi muatannya. Dalam penelitian juga disebutkan 

bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dengan 

membatalkan 10 Pasal dan memberi tafsir konstitusional atas 2 Pasal. Dalam hal 

ini, MK membatalkan Pasal yang tidak dimohonkan oleh pemohon.5 

Penelitian tentang “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi 

Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam Kaitannya dengan Konflik 

Keagamaan di Kota Makassar” Oleh Arianti di tahun 2014 mendeskripsikan 

mengenai eksistensi Front Pembela Islam terhadap aksinya sebagai organisasi 

masyarakat dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di Makassar, serta 

menjelaskan mengenai upaya hukum yang dapat di tempuh untuk menangani aksi 

Organisasi Masyarakat FPI dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di 

Makassar. 6 

Penelitian Najib Ibrahim pada tahun 2011 tentang “Hak Berserikat (Suatu 

Kajian Terhadap Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Masyarakat Dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”. 

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai pembekuan dan pembubaran organisasi 

                                                           
5 Biky Uthbek Mubarok, “Problematika Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015). 

6 Arianti, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela 

Islam (FPI) Dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan di Kota Makassar”, Skripsi, (Makassar: 

Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 

2014). 
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kemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985, yang dinilai telah tidak sesuai 

lagi karena dapat mengancam kebebasan berserikat.7 

Selain penelitian di atas, jurnal “Urgensi Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan Oleh Pemerintah” yang di tulis oleh Catur Wibowo dan Herman 

Harefa mendeskripsikan mengenai gambaran realitas permasalahan Ormas di 

daerah; implementasi peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap 

Ormas; dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam 

rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan Ormas. Hasil dari studi ini 

menemukan bahwa di satu sisi keberadaan ormas memberikan kontribusi yang 

banyak dalam pembangunan, namun disisi lain masih banyaknya ormas yang 

bertindak anarkis dan mengganggu dalam lingkungan masyarakat. Untuk itu 

seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah 

tersedia, hal-hal substansial perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh 

pemerintah.8 

Jurnal “Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan 

Gubernur Bali 2013” yang ditulis oleh Putu Indah Prameswari. Penelitian ini 

mendiskripsikan mengenai keterlibatan organisasi masyarakat Laskar Bali dalam 

Pilgub Bali 2013 yang menyebabkan organisasi masyarakat tersebut tidak berjalan 

                                                           
7 Ibrahim Najib, “Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan dan Pembubaran 

Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan,” Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011). 

8 Wibowo C  & Harefa H, “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh 

Pemerintah”, Jurnal, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam 

Negeri, 2015). 
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sesuai dengan visi dan misi dasar terbentuknya organisasi masyarakat Laskar Bali. 

Dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Laskar Bali memilih untuk 

mensukseskan salah satu kandidat berdasarkan keputusan bersama dikarenakan 

adanya kedekatan antara Sekjen lascar Bali dengan salah satu kandidat Pilgub 

Bali 2013. Kepentingan yang dimiliki Laskar Bali adalah untuk mendapatkan 

akses dan kedudukan di dalam Pemerintahan Bali.9 

E. Kerangka Teoritik 

1. Negara Hukum 

Negara hukum sebagai sebuah konsep telah muncul pada zaman Yunani 

kuno. Plato menegaskan bahwa negara yang ideal akan tercipta jika pemegang 

kekuasaan di pegang oleh orang-orang yang bijaksana dan untuk mencegah 

kemerosotan nilai kekuasaan, maka dibutuhkan sebuah hal yang leih tinggi dari 

sebuah kekuasaan, yaitu hukum, sebagaimana sering disebut dalam istilah 

supremasi hukum. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum di era modern 

ini dipengaruhi oleh dua  konsep yaitu Eropa Kontinental yang disebut Rechtstat 

dan Anglo Saxon yang disebut rule of law. 

Indonesia adalah Negara Hukum. Konstitusi jelas menyebutkan dalam UUD 

1945 Pasal 1 Ayat 3 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Secara 

bersamaan, bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 memunculkan dua point penting, 

pertama, dalam menjalanjan kehidupan bernegara, maka Indonesia sepenuhnya 

                                                           
9 Indah Prameswari P, “Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan 

Gubernur Bali 2013”, Jurnal Politik Muda (2015). 
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patuh terhadap hukum; Kedua, menegasikan bahwa Indonesia bukanlah negara 

kekuasaan. 

Terdapat beberapa prinsip penting yang tertuang dalam konsep negara 

hukum. Menurut Stahl, setidaknya terdapat empat elemen penting dalam negara 

hukum (rechtstat): Perlindungan hak asasi manusia; pembagian kekuasaan; 

pemerintah berdasarkan undang-undang; dan peradilan tata usaha negara. 

Sedangkan menurut A.V. Dicey terdapat tiga ciri penting negara hukum (Rule of 

law): Supermacy of law, Equality before the law dan Due process of law. 10 

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-

pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum kedua belas prinsip 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Supremasi hukum 

2. Persamaan dalam hukum 

3. Asas Legalitas 

4. Pembatasan kekuasaan 

5. Organ-organ penunjang dan independen 

6. Peradilan bebas dan tidak memihak 

7. Peradilan tata usaha negara 

8. Mahkama Konstitusi 

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia 

10. Bersifat demokratis 

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara 

                                                           
10 A.V Dicey, “An Introduction to The Study of The Law of Constitution”, (Oxford: Oxford 

Publiher, 1985). 
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12. Transparansi dan kontrol sosial.11 

 

Pada dasarnya, semua prinsip yang terdapat dalam konsep negara Hukum, 

rechtsstaat maupun rule of law mempunyai satu ruh yang sama, yaitu mencegah 

kekuasaan yang absolute (otoriter). Untuk itu, menjadi konsekuensi logis dalam 

sebuah negara hukum haruslah menjunjung tinggi: persamaan di depan hukum, 

perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang adil, pembatasan kekuasan 

demi mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang. Untuk mewujudkan hal 

demikian, pemerintah tak cukup untuk mengamini sampai tataran konsep belaka 

tetapi harus termanifestasi dalam setiap kebijakan ataupun peraturan-peraturan 

yang dilahirkan. 

2. Demokrasi 

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena 

kuno pada abad ke-5 SM. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan 

waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan 

perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara. Pengertian demokrasi 

menurut Hans Kelsen adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, yang 

melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana 

rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan 

di dalam melaksanakan kekuasaan negara.12 

                                                           
11Jimly Asshiddiqie,  “Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi”, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011), hlm. 130. 

12 Hans Kelsen, “Teori Umum Tentang Hukum dan Negara”, Cetakan Ke-1, (Bandung: 

Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2006), hlm. 404. 
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Negara hukum, termasuk Indonesia, harus ditopang dengan sistem 

demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang 

bertumpu pada kosntitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui 

sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi tanpa pengaturan hukum, akan 

kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi maka akan 

kehilangan makna. Demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam 

arti sesungguhnya. 13 

3. Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia. Umat manusia 

memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan 

hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai 

manusia.14 

Menurut John Locke, seorang individu memiliki hak hak alamiah yang 

terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Hak-hak 

alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dulu dari pembentukan 

komunitas politik manapun. Tujuan utama pelantikan pejabat politis disuatu 

negara berdaulat seharusnya adalah untuk melindungi hak-hak alamiah dan dasar 

individu. Perlindungan dan dukungan bagi hak alamiah individu merupakan 

justifikasi tunggal dalam pembentukan pemerintahan. Hak alamiah untukhidup, 

kebebasan dan hak milik menegaskan batasan bagi kewenangan dan jurisdiksi 

                                                           
13Franz Magnis-Suseno, “Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan 

Modern”, (Jakarta; PT. Gramedia PustakaUtama, 1999), hlm. 30 – 66. 

14Jack Donnely, “Universal Human Rights in Theory and Practice”, ( London: Cornel 

University Press, 2003),  hlm. 7-21. 
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negara. Negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah 

masyarakatnya, bukan untuk melayani sistem.15 

Di Indonesia sendiri, instrumen hukum mengenai hak asasi manusia ada 

pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam 

Undang-Undang tersebut memuat pengakuan yang luas terhadap bentuk-bentuk 

hak asasi manusia mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak 

ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok 

seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat.Adapun secara spesifik, hak-hak 

yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, antara 

lain; Hak untuk hidup, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak untuk 

mengembangkan diri, Hak untuk memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan 

pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak perempuan, dan Hak 

anak. Dari semua macam hak yang terdapat dalam undang-undang tersebut, 

sesungguhnya telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.  

Dalam perbincangan hak asasi manusia, tidak serta-merta berbicara 

mengenai hak saja, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban. Dalam upaya 

perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas 

untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Upaya yang 

dilakukan pemerintah diantaranya; melakukan langkah implementasi efektif dan 

konkrit atas berbagai instrumen hukum maupun kebijakan dibidang hak as(asi 

manusia dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan 

                                                           
15Rhona K.M Smith dkk,  “Hukum Hak Asasi Manusia”, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), 

hlm. 20. 
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keamanan, serta segi lainnya yang terkait. Bukan hanya sekedar retorika politik 

ataupun dekorasi hukum.16 

Komponen lain dalam berbicara Hak Asasi Manusia, dalam keadaan 

tertentu, Negara dapat menghindari tanggung jawab secara hukum atas 

pelanggaran hak asasi manusia tertentu (Derogasi). Dalam hal ini terdapat 

pemilahan antara hak-hak mana saja yang dapat dikecualikan negara untuk 

dilanggar dalam keadaan tertentu.   

Derogasi sendiri memiliki arti sebagai pengecualian, yaitu suatu mekanisme 

di mana suatu negara menyimpangi tangung jawabnya secara hukum karena 

adanya situasi yang darurat.17 Dalam konstitusi, HAM diatur pada Bab XA UUD 

1945 yang kemudian dijabarkan oleh UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. 

Berdasarkan hukum HAM, ada empat syarat dalam melakukan pembatasan HAM: 

Negara sedang dalam keadaan darurat, keadaan darurat dinyatakan secara resmi, 

HAM yang dibatasi hanya HAM yang termasuk derogable rights, pembatasan 

hanya dilakukan terhadap HAM yang benar-benar perlu dibatasi berkaitan dengan 

situasi darurat yang dihadapi. Hak berserikat dan berkumpul, hak dan berpendapat 

adalah HAM yang dapat dibatasi (derogable rights), yakni ketika negara sedang 

dalam keadaan darurat. 

 

 

 

                                                           
16Rhona K.M Smith dkk, Hukum............ hlm. 41 

17Ibid., hlm 271. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu 

penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi 

suatu penelitian.18 Maka penyusun menyajikan beberapa poin yang berkaitan 

dengan hal tersebut. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Kepustakaan (Library Research), yaitu melihat dari sumber-sumber data tertulis 

baik dari buku, perundang-undangan dan data tertulis lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu menguraikan data-

data kepustakaan untuk dianalisa hubungannya denganfenomena penghapusan 

proses peradilan dalam Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. 

3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-

Normatif19dimana metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti 

bahan pustaka dalam penelitian ini  menggunakan Perundangan-Undangan serta 

                                                           
18 Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad,  “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris”, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104. 

19Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat)”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14. 
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Teori-Teori untuk menganalisa masalah penghapusan proses peradilan pada Perpu 

no. 2 Tahun 2017. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer diambil dari Undang-Undang Dasar 1945, Perpu No. 2 Tahun 

2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum tertulisyang 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan hukum bersifat mengikat berupa peraturanperundang-undangan 

yang berhubungan dengan sumber data primer. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan atas bahan 

hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal, skripsi,dan tesis. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupenjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti; Kamus Istilah Ilmiah, Kamus 

Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi Hukum. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagai penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah menelaah literature terkait dengan objekpenelitian Perpu No. 2 Tahun 

2017 dan kemudian dikaitkan dengan berbagai informai yang diperoleh dari 

media. 

6.  Analisis Penelitian 

Analisis penelitian merupakan pengkajian atau telaah terhadap hasil 

pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang digunakan. Penelitian ini 

menggunakan analisis Kualitatif. Jadi analisis penelitiannya menggunakan metode 

deduktif, guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai Perpu No. 

2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. Kemudian menarik kesimpulan menggunakan metode induktif, 

yaitu dengan membandingkan antara data yang ada dengan teori bersifat umum 

danaturan yang berlaku. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang terdapat dalam penekitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang 

saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun untuk menghasilkan penelitian 

ilmiah yang runut dan sistematis, maka peneliti menyusun pembahasan penelitian 

sebagai berikut:  
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Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab Kedua, memuat tinjauan umum tentang Demokrasi dan Hak Asasi 

Manusia, penulisan akan difokuskan kepada tinjauan mengenai prinsip-prinsip 

serta model demokrasi di Indonesia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta 

perkembangannya di Indonesia.  

Bab Ketiga,  berisi tentang gambaran pengaturan Organisasi 

Kemasyarakatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam 

pembahasan ini akan digambarkan mengenai Undang-Undang yang mengatur 

Organisasi Kemasyarakatan khususnya mengenai prosedur pembentukan dan 

pembubarannya.  

Bab Keempat, memuat tentang analisis mengenai proses pembubaran Ormas 

dikaitkan dengan prinsip dan nilai HAM dan tawaran pembubaran Ormas  yang 

sesuai dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia.   

Bab Kelima, berisi tentang bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan penyusun, dan juga merupakan jawaban 

atass rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, pada bab ini juga terdapat 

saran-saran yang diberikan penyusun yang diambil berdasarkan pembahasan yang 

telah dilakukan dalam penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Merujuk pada pembahasan sebelumnya, dan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini, penyusun mendapat kesimpulan bahwa 

Organisasi Kemasyarakatan adalah manifesto dari kebebasan berserikat yang 

dilindungi oleh konstitusi dan salah satu pilar dalam demokrasi. Untuk menjaga 

keamanan serta kebebasan orang lain, maka dalam kebebasan berserikat bukanlah 

kebebasan yang bebas sebebas-bebasnya, melainkan ada sebuah batasan yang 

diatur oleh undang-undang untuk menjamin keadaan aman tentram dan kondusif.  

Dalam keadaan terdapat Ormas yang berjalan tidak sesuai dengan 

ketentuan undang-undang, maka perlu sebuah upaya negara untuk melakukan 

pengawasan, pembinaan, bahkan pencabutan status badan hukum/pembubaran 

untuk menjamin kebebasan orang lain dan keamanan negara. Akan tetapi 

mekanisme yang dilalui untuk memberikan sanksi pembubaran atau pencabutan 

status badan hukum Ormas harus tetap memperhatikan nilai-nilai serta prinsip hak 

asasi manusia. Adapun mekanisme pembubaran Ormas yang sejalan dengan 

prinsip hak asasi manusia dilakukan dengan mekanisme 3 tahap yang substansial. 

Pertama, memberikan peringatan secara tertulis. Kedua, Menghentikan sementara 

kegiatan dan aktifitas Ormas. Ketiga, membekukan atau membubarkan Ormas 

atas putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. 
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B. Saran 

Adapun saran dari penulis untuk permasalahan proses pembubaran 

Organisasi Masyarakat dengan meniadakan proses peradilan adalah: 

1. Pihak legislatif untuk melakukukan pengkajian ulang dan revisi UU No 16 Tahun 

2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 

Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, khususnya 

kaitannya dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum dan hak asasi manusia. 

2. Memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memutus status perkara ormas 

dalam mekanisme pembubaran ormas. 
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